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Abstrak 

Konsep pemeliharaan keluarga (al-nafaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam 
hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan, 
perlindungan anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam 
konstruksi fiqh klasik, kewajiban pemeliharaan pada umumnya diletakkan terutama pada 
suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut dibangun berdasarkan struktur sosial-
ekonomi masyarakat pada masa pembentukan fiqh yang menempatkan laki-laki sebagai 
pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak menjalankan fungsi domestik. 
Persoalan muncul ketika konstruksi tersebut berhadapan dengan realitas ekonomi 
modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, 
model keluarga berpendapatan ganda, perubahan pola pekerjaan, inflasi, kebutuhan 
pendidikan dan kesehatan yang semakin kompleks, serta munculnya ekonomi digital. 
Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep pemeliharaan dalam hukum keluarga Islam 

dengan mempertemukan teks-teks fiqh klasik, prinsip Al-Qur'an dan hadis, maqāṣid al-
syarī‘ah, serta perubahan sosial-ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan metode 
kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, konseptual, dan sosio-historis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak cukup dipahami semata-mata 
sebagai pemberian materi dari suami kepada istri dan anak, tetapi harus ditempatkan 
sebagai instrumen perlindungan, keberlanjutan kehidupan, dan pencapaian 
kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi konsep pemeliharaan dapat dilakukan dengan 
mempertahankan prinsip tanggung jawab, keadilan, kecukupan, dan perlindungan 
anggota keluarga, sekaligus membuka ruang bagi pembagian tanggung jawab ekonomi 
secara proporsional sesuai kemampuan, kesepakatan, dan kondisi objektif keluarga. 
Dengan demikian, perubahan bentuk ekonomi keluarga tidak harus dipandang sebagai 
pengingkaran terhadap prinsip fiqh, melainkan sebagai konteks baru bagi aktualisasi 
tujuan hukum Islam. 

Kata kunci: pemeliharaan keluarga, nafkah, fiqh klasik, hukum keluarga Islam, ekonomi modern, 

maqāṣid al-syarī‘ah. 

PENDAHULUAN 

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi fundamental yang tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya hubungan perkawinan, tetapi juga 

sebagai ruang pertama bagi pemenuhan kebutuhan material, emosional, spiritual, 

pendidikan, dan perlindungan anggota keluarga. Karena itu, hukum Islam memberikan 
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perhatian besar terhadap persoalan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Salah 

satu kewajiban yang paling mendasar adalah nafaqah, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup 

keluarga. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam klasik, nafkah menjadi konsekuensi 

hukum dari perkawinan dan hubungan nasab. Suami berkewajiban menyediakan 

kebutuhan pokok istri dan anak sesuai dengan kemampuan serta kepatutan yang berlaku. 

Landasan normatif mengenai pemeliharaan keluarga dapat ditemukan dalam sejumlah 

ayat Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2]: 233, misalnya, menyebutkan kewajiban ayah 

memberikan makan dan pakaian kepada ibu anak secara bil-ma‘rūf. QS. al-Thalaq [65]: 7 

juga menegaskan bahwa seseorang yang memiliki kelapangan hendaknya memberikan 

nafkah sesuai kelapangannya, sedangkan orang yang terbatas rezekinya memberikan 

menurut apa yang Allah berikan kepadanya. Dua prinsip tersebut menunjukkan bahwa 

nafkah berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan standar kepatutan.(Daroji 2025) 

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga memberikan legitimasi terhadap hak 

keluarga untuk memperoleh pemeliharaan. Dalam hadis Hindun binti ‘Utbah, Nabi 

SAW memberikan ruang kepada seorang istri untuk mengambil harta suaminya sekadar 

yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya secara bil-ma‘rūf ketika suaminya tidak 

memberikan nafkah yang memadai. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan 

keluarga bukan sekadar tindakan sukarela, tetapi merupakan kewajiban yang memiliki 

konsekuensi hukum.(Adawiyah et al. 2026) 

Para fuqaha kemudian mengembangkan ketentuan mengenai nafkah 

berdasarkan realitas sosial-ekonomi masyarakat pada zamannya. Mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi‘i, dan Hanbali sama-sama mengakui kewajiban suami dalam memberikan nafkah 

kepada istri, meskipun terdapat perbedaan mengenai rincian kadar, bentuk, dan kondisi 

yang menyebabkan kewajiban tersebut muncul atau gugur. Dalam fiqh klasik, kebutuhan 

nafkah umumnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar 

lainnya sesuai keadaan dan kebiasaan masyarakat.(Jamaluddin and MH 2026) 

Namun, konstruksi tersebut lahir dalam konteks sosial yang berbeda dengan 

kehidupan keluarga kontemporer. Perubahan struktur ekonomi telah menghasilkan 

model keluarga yang jauh lebih beragam. Suami dan istri dapat sama-sama bekerja, 

perempuan dapat menjadi pencari nafkah utama, pasangan dapat menjalankan usaha 

bersama, dan pendapatan keluarga dapat berasal dari berbagai sumber. Di sisi lain, biaya 

pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, perumahan, dan kebutuhan digital 

semakin menjadi bagian dari kebutuhan hidup keluarga.(Ibtihajuddin 2026) 

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah konsep nafkah 

dalam fiqh klasik harus diterapkan secara literal sebagaimana formulasi masa lalu, 

ataukah prinsip dasarnya dapat direkonstruksi agar tetap relevan dengan perubahan 

sosial dan ekonomi? Pertanyaan ini penting karena mempertahankan formulasi hukum 

tanpa memperhatikan perubahan konteks dapat menimbulkan kesenjangan antara 

norma hukum dan kenyataan kehidupan. Sebaliknya, perubahan hukum yang tidak 

memiliki dasar metodologis juga berpotensi memutus hubungan dengan tradisi hukum 

Islam. 
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Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa persoalan nafkah 

memang semakin kompleks. Kajian tentang hak finansial perempuan dalam keluarga di 

Indonesia menunjukkan bahwa hak finansial perempuan tidak hanya berkaitan dengan 

nafkah sehari-hari, tetapi juga mencakup mahar, hak ekonomi selama perkawinan, hak 

pascaperceraian, nafkah idah, mut‘ah, dan harta bersama. Penelitian mengenai nafkah 

pascaperceraian juga menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga modern 

mulai mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan aktual 

dibandingkan sekadar mempertahankan angka nominal yang bersifat tetap. (Ali and 

Saputri 2025) 

Kajian terbaru bahkan menunjukkan adanya upaya membaca ulang ayat-ayat 

nafkah dengan mempertimbangkan perubahan model keluarga dari pola breadwinner 

tunggal menuju keluarga dual-earner, yaitu keluarga yang memperoleh pendapatan dari 

suami dan istri. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan nafkah bukan hanya 

persoalan teknis hukum, tetapi berkaitan dengan perubahan struktur sosial, pembagian 

kerja, relasi gender, dan distribusi tanggung jawab ekonomi.(Fitri et al. 2026) 

Dalam konteks Indonesia, persoalan pemeliharaan keluarga juga tidak dapat 

dipisahkan dari hukum positif. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam memberikan kerangka mengenai kewajiban suami, hak istri, pemeliharaan anak, 

dan akibat hukum perceraian. Dengan demikian, rekonstruksi konsep pemeliharaan 

perlu memperhatikan hubungan antara fiqh, maqāṣid al-syarī‘ah, dan hukum nasional. 

Artikel ini berusaha menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana konsep 

pemeliharaan keluarga dibangun dalam teks-teks fiqh klasik? Kedua, bagaimana 

perubahan sosial-ekonomi modern menantang konstruksi klasik tersebut? Ketiga, 

bagaimana rekonstruksi konsep pemeliharaan dapat dilakukan agar tetap berakar pada 

prinsip hukum Islam sekaligus mampu merespons realitas ekonomi keluarga modern? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Sumber penelitian terdiri atas sumber 

primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab, serta 

peraturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sumber sekunder meliputi buku, artikel 

jurnal ilmiah, penelitian hukum keluarga Islam kontemporer, serta literatur mengenai 

maqāṣid al-syarī‘ah dan perubahan sosial-ekonomi. 

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum kewajiban 

pemeliharaan keluarga dalam Al-Qur'an, hadis, dan fiqh. Pendekatan konseptual 

digunakan untuk mengkaji makna nafaqah, tanggung jawab keluarga, keadilan, 

kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi. Sementara itu, pendekatan sosio-historis 

digunakan untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi konstruksi fiqh klasik 

serta perubahan struktur keluarga dalam masyarakat modern. 
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Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Pertama, peneliti 

mengidentifikasi konsep nafkah dalam sumber-sumber klasik. Kedua, konsep tersebut 

dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarga kontemporer. Ketiga, dilakukan 

rekonstruksi berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ 

al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), harta (ḥifẓ al-māl), dan kemaslahatan keluarga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konstruksi Pemeliharaan Keluarga dalam Fiqh Klasik 

Istilah nafaqah secara umum berkaitan dengan pengeluaran yang diberikan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya. 

Dalam konteks perkawinan, nafkah merujuk pada kewajiban suami menyediakan 

kebutuhan dasar istri. Dalam konteks anak, nafkah berkaitan dengan tanggung jawab 

orang tua untuk menjamin kehidupan dan perkembangan anak. 

Al-Qur'an memberikan dasar penting mengenai kewajiban tersebut. QS. al-Baqarah [2]: 

233 menyatakan: 

وٰلِدٰت  ۞  
ْ
ن    ي رْضِعْنَ   وَال ادَه 

َ
وْل
َ
يْنِ   ا

َ
يْنِ   حَوْل

َ
امِل

َ
رَادَ   لِمَنْ   ك

َ
نْ   ا

َ
تِم    ا ضَاعَةَ   يُّ ى      الر 

َ
وْدِ   وَعَل

 
مَوْل

ْ
ه    ال

َ
  ل

ن   ه  ن    رِزْق  ه  وْفِ    وكَِسْوَت  مَعْر 
ْ
ا   بِال

َ
ف    ل

 
كَل ا   نَفْس    ت 

 
سْعَهَا   اِل ا      و 

َ
ضَاۤر    ل دِهَا    وَالِدَة    ت 

َ
ا   بِوَل

َ
وْد    وَل

 
  مَوْل

ه  
 
دِه    ل

َ
ى   بِوَل

َ
وَارِثِ   وَعَل

ْ
   ال

 
رَادَا   فَاِنْ      ذٰلِكَ   مِثْل

َ
ا   ا

ً
مَا   تَرَاض    عَنْ   فِصَال نْه  ر    م ِ

ا   وَتشََاو 
َ
نَاحَ   فَل   ج 

يْهِمَا 
َ
مْ   وَاِنْ    عَل رَدْتُّ

َ
نْ   ا

َ
وْْٓا   ا مْ   تَسْتَرْضِع 

 
ادكَ

َ
وْل
َ
ا   ا

َ
نَاحَ   فَل مْ   ج 

 
يْك

َ
مْ   اِذَا  عَل مْت 

 
آْ   سَل مْ   م  تَيْت 

ٰ
  ا

وْفِ   مَعْر 
ْ
وا   بِال وْْٓا   الٰلَّ   وَات ق  م 

َ
ن    وَاعْل

َ
وْنَ   بِمَا   الٰلَّ  ا

 
   بَصِيْر    تَعْمَل

 

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” 
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Ayat tersebut memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, terdapat pengakuan 

bahwa pemeliharaan merupakan kewajiban. Kedua, kewajiban tersebut dikaitkan dengan 

pihak ayah dalam konteks nafkah anak. Ketiga, pelaksanaannya menggunakan ukuran 

bil-ma‘rūf, yaitu berdasarkan kepatutan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak menetapkan 

nominal universal yang berlaku dalam seluruh ruang dan waktu. 

Prinsip yang sama dapat ditemukan dalam QS. al-Thalaq [65]: 7: 

نْفِقْ  وْ   لِي  نْ   سَعَة    ذ  دِرَ   وَمَنْ   سَعَتِه     م ِ يْهِ   ق 
َ
ه    عَل نْفِقْ   رِزْق  ي 

ْ
آْ   فَل تٰىه    مِِ 

ٰ
ا      الٰلّ    ا

َ
ف    ل ِ

 
كَل   نَفْسًا   الٰلّ    ي 

ا 
 
تٰىهَا    مَآْ   اِل

ٰ
   ا

 
سْر    بَعْدَ   الٰلّ    سَيَجْعَل

 ࣖ    يُّسْرًا   ع 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang 

yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya.” 

Ayat ini menunjukkan adanya hubungan antara kewajiban nafkah dan 

kemampuan ekonomi. Orang yang kaya tidak boleh menyamakan kewajibannya dengan 

orang yang miskin, demikian pula orang yang terbatas kemampuannya tidak dibebani di 

luar kemampuannya. 

Dalam hadis Hindun binti ‘Utbah, Nabi SAW menjawab persoalan seorang istri 

yang mengeluhkan kekurangan nafkah dari suaminya. Nabi membolehkan pengambilan 

harta suami dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan secara bil-ma‘rūf. Hadis ini 

menunjukkan bahwa ukuran nafkah berkaitan dengan kecukupan dan kepatutan. 

Para fuqaha kemudian mengembangkan prinsip tersebut ke dalam formulasi 

hukum yang lebih sistematis. Dalam mazhab Syafi‘i, misalnya, suami memiliki kewajiban 

memberikan nafkah kepada istri sesuai kebutuhan dasar dan kemampuan ekonominya. 

Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang secara ‘urf 

dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang layak.(Arfa and Turnip 2025) 

Mazhab Hanafi juga menempatkan kemampuan suami dan kondisi sosial sebagai 

faktor penting dalam menentukan kadar nafkah. Sementara itu, dalam mazhab Maliki 

dan Hanbali, terdapat perhatian terhadap kebutuhan istri dan kemampuan suami. 

Meskipun detailnya berbeda, terdapat satu pola umum bahwa nafkah tidak dapat 

dilepaskan dari keadaan konkret para pihak. 

Dengan demikian, penting untuk membedakan antara prinsip normatif dan 

formulasi teknis. Prinsip normatifnya adalah adanya tanggung jawab pemeliharaan 

keluarga, sedangkan bentuk dan kadar pemeliharaannya dapat berubah sesuai keadaan. 
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Hal ini penting karena sebagian formulasi fiqh klasik sering kali dipahami seolah-olah 

bersifat absolut. Padahal, banyak ketentuan fiqh sebenarnya merupakan hasil ijtihad 

ulama dalam membaca nash dan realitas masyarakat pada masanya. Ketika struktur sosial 

berubah, ruang ijtihad tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar 

syariat.Dalam fiqh klasik, pembagian peran suami dan istri juga erat dengan struktur 

sosial. Suami diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan nafkah, 

sedangkan istri memperoleh hak untuk mendapatkan pemeliharaan. Struktur tersebut 

berkaitan dengan pembagian kerja yang berlaku pada masyarakat ketika kitab-kitab fiqh 

disusun.(Bashori et al. 2026) 

Namun, kewajiban nafkah tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari 

superioritas suami atas istri. Ia lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang 

menyertai posisi dan fungsi tertentu dalam keluarga. Karena itu, konsep qiwāmah juga 

perlu dibaca bersama dengan tanggung jawab, perlindungan, dan pelayanan terhadap 

keluarga. 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kewajiban pemeliharaan dapat dikaitkan 

dengan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Keluarga tidak akan dapat 

menjalankan fungsi pendidikan dan perlindungan apabila kebutuhan dasarnya tidak 

terpenuhi. Pemeliharaan ekonomi karena itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih besar, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang aman, bermartabat, dan 

berkelanjutan.(Junaedi 2016) 

Konsep bil-ma‘rūf menjadi sangat penting dalam konteks ini. Ma‘rūf menunjukkan 

bahwa pemenuhan nafkah harus memperhatikan standar kepatutan yang hidup dalam 

masyarakat. Kebutuhan masyarakat agraris abad pertengahan tentu tidak identik dengan 

kebutuhan keluarga perkotaan pada abad ke-21. Pada masyarakat modern, biaya 

pendidikan, akses internet untuk pendidikan anak, layanan kesehatan, transportasi, 

tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan komunikasi dapat menjadi bagian dari 

kebutuhan yang harus dipertimbangkan. 

Dengan demikian, fiqh klasik sebenarnya menyediakan ruang metodologis untuk 

perubahan. Yang harus dipertahankan adalah substansi kewajibannya, sedangkan rincian 

kebutuhan dapat disesuaikan berdasarkan ‘urf, kemampuan, dan kemaslahatan. 

Kajian mengenai hukum keluarga modern juga memperlihatkan bahwa hukum 

keluarga Muslim telah mengalami perubahan sebagai respons terhadap perubahan sosial. 

Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam administrasi perkawinan, tetapi juga dalam 

substansi hak dan kewajiban anggota keluarga. (Mustofa 2009) 

Oleh karena itu, membaca fiqh klasik secara kontekstual tidak berarti menolak 

fiqh klasik. Sebaliknya, rekonstruksi merupakan upaya memahami rasionalitas hukum 

yang terkandung dalam fiqh agar dapat diterapkan pada kondisi yang berbeda. 
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Realitas Ekonomi Modern dan Tantangan terhadap Konsep Nafkah 

Tradisional 

Perubahan ekonomi modern telah mengubah struktur keluarga secara signifikan. 

Salah satu perubahan terbesar adalah meningkatnya jumlah keluarga dengan dua pencari 

nafkah. Suami dan istri sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan. Dalam situasi 

tertentu, pendapatan istri bahkan lebih besar daripada pendapatan suami. Selain itu, 

terdapat keluarga yang sumber pendapatannya berasal dari usaha bersama, pekerjaan 

informal, pekerjaan lepas, investasi, maupun ekonomi digital.(Faisol 2012) 

Fenomena tersebut menghasilkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep 

nafkah harus diterapkan. Apabila nafkah dipahami secara sederhana sebagai kewajiban 

suami menyediakan seluruh kebutuhan keluarga, maka realitas keluarga modern 

menunjukkan sejumlah situasi yang tidak mudah dijelaskan oleh pola tersebut. 

Misalnya, seorang istri bekerja sebagai dosen atau pegawai dan memiliki pendapatan 

tetap, sementara suaminya bekerja sebagai pelaku usaha dengan pendapatan tidak tetap. 

Dalam kondisi lain, suami kehilangan pekerjaan dan istri menjadi sumber pendapatan 

utama keluarga. Ada pula pasangan yang sejak awal menyepakati pembagian biaya rumah 

tangga berdasarkan persentase pendapatan masing-masing. 

Realitas tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara siapa yang 

berkewajiban secara normatif dan bagaimana keluarga secara aktual mengorganisasikan 

sumber daya ekonominya.Dalam perspektif hukum Islam, perubahan tersebut tidak 

otomatis menghapus kewajiban dasar suami. Namun, perlu dibedakan antara kewajiban 

hukum dan mekanisme pemenuhannya. Suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap 

keluarga, tetapi pemenuhan kebutuhan keluarga dapat dilakukan melalui mekanisme 

kerja sama, musyawarah, dan pembagian tanggung jawab sesuai keadaan.(Aisyah and 

Agustin 2025) 

Konsep ini sejalan dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, yaitu memperlakukan 

pasangan secara baik dan patut. Hubungan perkawinan dalam Al-Qur'an tidak hanya 

dibangun atas relasi kewajiban individual, tetapi juga ketenangan, kasih sayang, dan 

rahmat sebagaimana QS. al-Rum [30]: 21. 

Dalam ekonomi modern, kebutuhan keluarga juga mengalami perluasan. Kebutuhan 

dasar tidak lagi hanya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendidikan anak, 

biaya kesehatan, transportasi, komunikasi, internet, perangkat pendidikan, dan 

kebutuhan sosial tertentu dapat menjadi bagian dari kebutuhan keluarga. 

Di sinilah konsep ‘urf menjadi relevan. Sesuatu yang tidak dikenal sebagai 

kebutuhan pada masa lalu dapat menjadi kebutuhan penting pada masa sekarang. 

Internet, misalnya, pada masa fiqh klasik tidak dikenal. Namun, bagi keluarga modern 

yang memiliki anak sekolah, akses internet dapat menjadi instrumen pendidikan. 

Demikian pula biaya transportasi menjadi semakin penting bagi keluarga yang tinggal di 

wilayah perkotaan. 
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Standar pemeliharaan juga dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan harga. Penetapan 

nominal nafkah yang tidak memperhatikan perubahan harga dapat menyebabkan hak 

nafkah kehilangan makna substantifnya. Penelitian mengenai nafkah pascaperceraian di 

beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa perubahan tingkat harga dan kebutuhan 

ekonomi merupakan faktor yang mulai diperhitungkan dalam hukum keluarga 

modern(Rozi 2025).  

Selain itu, terdapat persoalan kerja domestik yang selama ini sering tidak terlihat 

dalam perhitungan ekonomi keluarga. Memasak, membersihkan rumah, merawat anak, 

mendampingi pendidikan, dan merawat anggota keluarga merupakan pekerjaan yang 

memiliki nilai sosial dan ekonomi meskipun tidak selalu menghasilkan pendapatan 

langsung. 

Dalam keluarga modern, ketika suami dan istri sama-sama bekerja di sektor 

publik, pembagian kerja domestik menjadi persoalan penting. Jika seluruh pekerjaan 

rumah tangga tetap dibebankan kepada istri sementara ia juga menjadi pencari nafkah, 

maka terdapat risiko ketimpangan beban. Oleh sebab itu, rekonstruksi konsep 

pemeliharaan perlu memperluas cakupan dari sekadar “siapa membayar” menjadi “siapa 

menanggung kebutuhan keluarga dan bagaimana beban keluarga dibagi secara adil”. 

Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer juga memperlihatkan 

kecenderungan untuk memperhatikan kontribusi ekonomi dan domestik. Kajian terbaru 

mengenai harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia, misalnya, menunjukkan 

bahwa kontribusi ekonomi, kerja domestik yang tidak dibayar, kegagalan nafkah, dan 

tanggung jawab pengasuhan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai keadilan 

pembagian harta.  

Persoalan lain adalah ketidakpastian pendapatan. Banyak keluarga modern tidak 

lagi memiliki pendapatan tetap. Pekerja lepas, pengemudi transportasi daring, pedagang 

daring, pekerja kreatif, dan pelaku usaha mikro dapat memiliki pendapatan yang 

berubah-ubah. Karena itu, ukuran kemampuan nafkah tidak tepat jika hanya ditentukan 

berdasarkan jabatan atau profesi.(Farhan et al. 2026) 

Kondisi ekonomi juga harus dilihat secara keseluruhan. Seseorang mungkin 

memiliki pendapatan tinggi tetapi memiliki utang besar, biaya pengobatan, atau 

tanggungan orang tua. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan nominal lebih rendah 

dapat memiliki aset atau sumber pendapatan tambahan. 

Dengan demikian, konsep kemampuan ekonomi harus bersifat substantif, bukan 

sekadar nominal,Perubahan ekonomi modern juga melahirkan kebutuhan untuk 

memahami nafkah sebagai bagian dari ketahanan ekonomi keluarga. Pemeliharaan tidak 

hanya berkaitan dengan pengeluaran hari ini, tetapi juga keberlanjutan kehidupan 

keluarga. Pendidikan anak, kesehatan, tabungan darurat, tempat tinggal, dan 

perlindungan ekonomi merupakan bagian dari strategi menjaga keluarga.(Zuhdi 2015) 
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Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan 

ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs. Harta perlu dikelola untuk melindungi kehidupan, sementara 

kehidupan membutuhkan sistem ekonomi keluarga yang berkelanjutan. 

Kajian mengenai implementasi maqāṣid dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa 

maqāṣid dapat menjadi dasar dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern dan 

membuka ruang ijtihad untuk membangun norma baru selama tetap berorientasi pada 

keadilan dan kemaslahatan. 

Dengan demikian, tantangan ekonomi modern bukan alasan untuk 

meninggalkan konsep nafkah, tetapi justru menjadi alasan untuk mengembalikan konsep 

tersebut kepada tujuan dasarnya: memastikan anggota keluarga memperoleh kehidupan 

yang layak dan terlindungi.(Prayoga 2025) 

 

Rekonstruksi Konsep Pemeliharaan: Dari Kewajiban Individual Menuju 
Tanggung Jawab Keluarga yang Berkeadilan 

 

Rekonstruksi konsep pemeliharaan tidak berarti menghapus ketentuan fiqh 

mengenai kewajiban suami. Rekonstruksi harus dimulai dengan mempertahankan 

prinsip dasar yang telah ditetapkan syariat, kemudian menyesuaikan mekanisme 

implementasinya dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer. 

Pertama, konsep nafkah perlu dipahami sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan 

keluarga, bukan hanya sebagai transfer uang dari suami kepada istri. Pergeseran ini 

penting karena kebutuhan keluarga dapat dipenuhi melalui berbagai mekanisme. Suami 

dapat menyediakan sebagian kebutuhan secara langsung, istri dapat berkontribusi 

terhadap kebutuhan tertentu, dan keduanya dapat membangun sistem keuangan 

keluarga berdasarkan kesepakatan.(Sari 2025) 

Dalam perspektif ini, nafkah tidak kehilangan karakter kewajibannya, tetapi 

implementasinya menjadi lebih fleksibel. 

Kedua, perlu dikembangkan konsep nafkah berbasis kemampuan dan kebutuhan aktual. 

QS. al-Thalaq [65]: 7 telah memberikan prinsip kemampuan. Sementara QS. al-Baqarah 

[2]: 233 memberikan prinsip bil-ma‘rūf. Dua prinsip tersebut dapat dikombinasikan 

menjadi formula: pemeliharaan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang wajar dan 

kemampuan objektif pihak yang bertanggung jawab. 

Dengan formula tersebut, keluarga berpendapatan tinggi tidak dapat membatasi 

kebutuhan secara berlebihan, sedangkan keluarga berpendapatan rendah tidak dibebani 

standar hidup yang tidak realistis. 

Ketiga, standar nafkah perlu memperhatikan perubahan ‘urf. ‘Urf merupakan 

salah satu instrumen penting dalam hukum Islam. Kebutuhan yang dianggap pokok 

dapat berubah seiring perubahan masyarakat. Pada masa sekarang, pendidikan formal, 
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layanan kesehatan, transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi dapat menjadi 

bagian dari kebutuhan dasar tertentu. 

Namun, prinsip ‘urf tidak berarti semua keinginan konsumtif otomatis menjadi 

kewajiban nafkah. Harus dibedakan antara kebutuhan (hājah) dan keinginan (raghbah). 

Rekonstruksi nafkah harus tetap memperhatikan prinsip moderasi dan kemampuan 

ekonomi.(Sari 2025) 

Keempat, konsep pemeliharaan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak. 

Anak bukan hanya penerima nafkah dalam arti makanan dan pakaian, tetapi manusia 

yang memiliki hak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, 

dan lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya. 

Karena itu, nafkah anak perlu dipahami secara lebih komprehensif. Pendidikan, 

kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan perkembangan anak 

merupakan bagian dari pemeliharaan. 

Kajian mengenai nafkah madiyah di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah 

setelah perceraian berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan perempuan. 

Penelitian terhadap putusan pengadilan agama juga memperlihatkan adanya variasi 

pertimbangan hakim terkait kemampuan ayah membayar nafkah dan dasar hukum 

pemenuhan kewajiban tersebut.  

Kelima, rekonstruksi harus mengakui kontribusi ekonomi dan domestik 

perempuan. Pengakuan ini tidak harus dimaknai sebagai penghapusan kewajiban suami, 

tetapi sebagai pengakuan terhadap realitas keluarga modern. Ketika seorang istri bekerja 

sekaligus mengurus rumah dan anak, kontribusinya terhadap keberlangsungan keluarga 

tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. 

Konsep mubādalah atau kesalingan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk 

memahami persoalan ini. Kajian kontemporer mengenai mubādalah dalam hukum 

keluarga menunjukkan bahwa prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab bersama 

dapat digunakan dalam membaca persoalan nafkah dan perlindungan anggota keluarga.  

Keenam, perlu dibedakan antara tanggung jawab hukum dan kesepakatan pengelolaan 

ekonomi. Suami dan istri dapat membuat kesepakatan mengenai pengelolaan 

pendapatan keluarga. Misalnya, mereka dapat membagi biaya berdasarkan proporsi 

pendapatan, membentuk rekening bersama, membagi biaya pendidikan dan kesehatan, 

atau mengembangkan usaha bersama.(Herliansyah et al. 2025) 

Kesepakatan semacam itu dapat dianggap sebagai mekanisme pelaksanaan 

tanggung jawab keluarga selama tidak menghilangkan hak dasar anggota keluarga. 

Ketujuh, konsep pemeliharaan perlu mencakup perlindungan ekonomi jangka panjang. 

Keluarga tidak hanya membutuhkan konsumsi hari ini, tetapi juga perlindungan 

menghadapi risiko masa depan. Dana pendidikan, dana kesehatan, tabungan darurat, 

kepemilikan tempat tinggal, dan perencanaan keuangan dapat menjadi bagian dari 

strategi pemeliharaan keluarga. 

Dalam konteks ini, ḥifẓ al-māl tidak cukup dipahami sebagai larangan mengambil 

harta orang lain, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan kemanfaatan harta. 
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Harta keluarga harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat memenuhi kebutuhan 

anggota keluarga(Faiz and Khasyi’in 2026). 

Kedelapan, rekonstruksi konsep nafkah perlu mengembangkan prinsip 

proporsionalitas. Proporsionalitas berarti beban ekonomi keluarga dibagi sesuai 

kemampuan dan keadaan. Jika salah satu pihak memiliki pendapatan jauh lebih besar, 

kontribusi ekonominya secara proporsional dapat lebih besar. Jika salah satu pihak 

mengalami kondisi ekonomi sulit, pihak lain dapat memberikan dukungan lebih besar. 

Model ini tidak harus dipahami sebagai penghapusan struktur kewajiban yang ada dalam 

fiqh, tetapi sebagai bentuk ta‘āwun dalam kehidupan keluarga. 

Kesembilan, penyelesaian sengketa nafkah perlu memperhatikan kemampuan aktual dan 

kebutuhan aktual. Pengadilan tidak cukup hanya mengetahui nominal pendapatan, tetapi 

perlu melihat kebutuhan anak, jumlah tanggungan, biaya pendidikan, kesehatan, tempat 

tinggal, dan kondisi ekonomi kedua belah pihak. 

Hal ini penting karena hukum keluarga pada akhirnya bertujuan menghasilkan 

keadilan substantif. Hukum yang menetapkan nominal tanpa memperhatikan realitas 

ekonomi dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar tetapi secara substantif 

tidak efektif.Kesepuluh, rekonstruksi konsep pemeliharaan perlu ditempatkan dalam 

kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Setidaknya terdapat empat tujuan utama yang relevan. 

Pertama, ḥifẓ al-nafs, yaitu perlindungan kehidupan. Nafkah memastikan anggota 

keluarga memiliki makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan dasar. 

Kedua, ḥifẓ al-nasl, yaitu perlindungan keturunan. Pemeliharaan anak merupakan bagian 

penting dari keberlangsungan generasi.(Borotan 2025) 

Ketiga, ḥifẓ al-māl, yaitu perlindungan dan pengelolaan harta. Keluarga 

membutuhkan sistem ekonomi yang sehat agar tidak terjebak dalam kemiskinan dan 

ketidakstabilan. 

Keempat, ḥifẓ al-‘aql, yaitu perlindungan akal. Pendidikan dan pengembangan kapasitas 

manusia merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga modern. 

Dengan demikian, nafkah dapat dipahami sebagai instrumen maqāṣid yang bersifat 

multidimensional. 

Rekonstruksi ini juga dapat dirumuskan dalam suatu model konseptual: 

Nafkah = Kebutuhan Aktual + Kemampuan Ekonomi + Kepatutan Sosial + 

Perlindungan Jangka Panjang + Kemaslahatan Keluarga. 

Formula tersebut bukan rumus matematis yang bersifat kaku, melainkan kerangka 

analitis. Ia menunjukkan bahwa penentuan pemeliharaan keluarga harus 

mempertemukan lima unsur tersebut. 

Pertama, kebutuhan aktual menentukan apa yang benar-benar diperlukan 

keluarga. Kedua, kemampuan ekonomi menentukan batas realistis kontribusi. Ketiga, 

kepatutan sosial menentukan standar kehidupan yang wajar. Keempat, perlindungan 

jangka panjang memastikan keluarga tidak hanya bertahan dalam jangka pendek. Kelima, 

kemaslahatan menjadi tujuan akhir(Hamdi and Maulidi 2025). 
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Dengan kerangka ini, konsep nafkah dapat tetap berakar pada fiqh klasik tetapi tidak 

terjebak pada bentuk sosial tertentu dari masa lalu. 

 

 KESIMPULAN 

Konsep pemeliharaan atau nafkah merupakan salah satu prinsip fundamental 

dalam hukum keluarga Islam. Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar kuat bahwa 

keluarga memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, sementara pihak yang memiliki 

tanggung jawab ekonomi berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut sesuai 

kemampuan dan kepatutan. Fiqh klasik kemudian mengembangkan prinsip tersebut 

dalam konteks masyarakat yang memiliki struktur ekonomi dan pembagian kerja yang 

berbeda dengan kehidupan modern.(Soendari 2012) 

Kajian terhadap fiqh klasik menunjukkan bahwa kewajiban nafkah memang 

terutama diletakkan pada suami dalam hubungan perkawinan. Namun, penentuan kadar 

nafkah tidak sepenuhnya bersifat absolut. Prinsip bil-ma‘rūf, kemampuan ekonomi, 

kebutuhan, dan ‘urf memberikan ruang bagi perubahan penerapan hukum sesuai dengan 

kondisi masyarakat. 

Realitas ekonomi modern memperlihatkan bahwa keluarga mengalami 

transformasi. Suami dan istri dapat sama-sama bekerja, perempuan dapat memiliki 

penghasilan sendiri, pendapatan keluarga dapat berasal dari berbagai sumber, dan 

kebutuhan keluarga menjadi semakin kompleks. Pendidikan, kesehatan, transportasi, 

teknologi informasi, dan perlindungan ekonomi jangka panjang merupakan bagian dari 

kebutuhan keluarga kontemporer. 

Karena itu, konsep nafkah perlu direkonstruksi tanpa menghilangkan prinsip 

dasarnya. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan memahami nafkah sebagai 

sistem pemeliharaan keluarga yang berorientasi pada kebutuhan aktual, kemampuan 

ekonomi, kepatutan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan kemaslahatan. 

Rekonstruksi juga perlu membedakan antara kewajiban normatif dan mekanisme 

pelaksanaannya. Kewajiban pemeliharaan tidak harus selalu diwujudkan melalui pola 

transfer uang dari suami kepada istri. Dalam kehidupan keluarga modern, pemenuhan 

kebutuhan dapat dilakukan melalui kerja sama ekonomi, pembagian biaya, pengelolaan 

pendapatan bersama, dan kesepakatan yang adil, selama hak anggota keluarga tetap 

terlindungi. 

Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah memberikan dasar metodologis yang kuat bagi 

rekonstruksi tersebut. Pemeliharaan keluarga pada akhirnya bertujuan menjaga 

kehidupan, keturunan, harta, dan kualitas manusia. Dengan demikian, perubahan 

mekanisme ekonomi keluarga tidak perlu dipandang sebagai pertentangan dengan 

hukum Islam selama perubahan tersebut tetap menjaga prinsip keadilan, tanggung 

jawab, kepatutan, dan kemaslahatan. 

Rekonstruksi konsep pemeliharaan dengan demikian bukanlah upaya 

meninggalkan fiqh klasik, tetapi membaca kembali nilai dan tujuan yang terkandung di 
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dalamnya agar hukum keluarga Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman. 

Hukum keluarga yang hidup adalah hukum yang mampu menjaga kesinambungan antara 

teks, tujuan syariat, dan realitas kehidupan manusia. 
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